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Pengusutan SPj Fiktif
Disprasjaltarkim Rp 46 M

GUSTI AYU GAYATRI
edaksi@padangekspres.co.id

’adang, Padek—Lembaga
jantuan Hukum (LBH) Pa-
lang mendesak Kejaksaan
‘inggi (Kejati) Sumbar segera
nemproses dan mengusut
untas kasus surat pertang-
ungjawaban( SPj) fiktif yang

lilakukan pegawai.Dinas |

'rasarana Jalan Tata Ruang
tan’ Permukiman (Prasjal
arkim) Sumbar-berinisial
3N. Dimana, akibat perbua-
inyangdilakukanJSN terse-
ut negara dirugikan sekitar
p 46 miliar.

“Kasus dugaan korupsi

apai Rp 46 miliar de- . fiktifadalah tunggal merupa-

gan modus surat pertang-
ungjawaban (SPj) fiktif ter-

ait pengadaan tanah untuk
embangunan infrastruktur, -

1i menjadi kejutan pahit

w~al tahun yang harus dite-
marakyat Sumbar, “ ujar Di-
*ktur LBH Padang Era Pur-
ama Sari dalam siaran pers
g diterima Padang Eksp-
s, Minggu ( 22/1).

Ia menyebutkan, Badan
meriksa Keuangan (BPK)
- Perwakilan Sumbar telah
enginformasikan, temuan
tkait adanya penyeleweng-
! anggaran tersebut. Me-

i

{

ngetahui hal tersebut, Pe-
merintah Provinsi Sumbar
belum menyerahkan per-
soalan tersebut ke aparat
penegak hukum, karena
memberikan waktu 60 hari

. bagiJSN untukmengklarifikasi

sekaligus mengembalikan ke-
rugian negara. Terhitung sejak
25 November 2016. .
“Sehubungan dengan hal
tersebut, klaim pihak Pemerin-
tah Provinsi Sumbar yang me-
nyatakan pelaku dugaan SEj

kan kesimpulan yang terlalu
prematur sehingga patut di-
sesalkan,” ujarnya. o

Sebab, selain diketahui di-

: lakukan'selama kurun wakty
" tahunan dengan angka yan‘g

terbilang fantastik, juga belum
adanya penelusuran menda-
lam atau pengembangan kasuis
dilevel penegak hukum, -
Terkait tindakan Pem-
prov Sumbar menunda pen-
yerahan persoalan tersebut
ke ranah penegakan hukum
selama 60 hari, dengan alasan

» Baca Kejati...Hal 19

Kej ati Sumbar...

Sambungan dari hal.20

menyediakan waktu pengemba-
liankerugian keuangan negara, tidak
boleh dipahami sebagai cara yang
memberikan peluang ‘impunitas’
bagi pelaku. Sehingga terbebas dari
jeratan pidana, :

- “Namun hanyalah salah satu
faktor yang meringankan (penjela-
san Pasal 4 UU 31/1999 tentang
Pemberantasan Tipikor). Perihal ini
dengan tegas diatur oleh Pasal 4
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi,” tutur Era. .

Padaprinsipnya menyatakan pe-
ngembalian kerugian keuangan ne-
gara atau perekonomian negara ti-
dak menghapuskan dipidananya
pelaku tindak pidana. Bahkan, lang-
kah pelaku yang mencicil kerugian
negaradiakibatkannya (yangsampai
saat ini diketahui belum mencapai
Rp 10 miliar), semakin meneguhkan.
sinyal terjadinya tindak pidana ko-
rupsi oleh ASN di lingkungan Dinas
Prasjaltarkim tersebut. Sehingga
dapat membantu sekaligus menjadi
dasar penting bagi aparat penegak
hukum untuk menelusuri serta me-
lakukan serangkaian tindakan pene-
gakan hukum lainnya.

“Dengan demikian, perbuatan
JSN dalam kasus pemalsuan SPj fiktf
ini, telah tergolong tindak pidana
korupsi sebagaimana diatur pera-
turan perundang-undangan. Khu-
susnya, Pasal 3 Undang-Undang No-
mor 31 Tahun 1999 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi ,’
ucapnya.

Dimana, setiap orangdengan tu-
juan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi,

negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1. tahun dan
paling lama 20 tahun. Dan atau
denda paling sedikit Rp 50 juta dan
paling banyak Rp 1 miliar.

Inspektorat Sumbar Erizal saat
dihubungi via ponselnya, Minggu (
22/1)yangbersangkutan tak menga-
ngkat teleponnya. Saat dihubungivia
pesan singkat, Erizal menyebutkan
kasus SPjfiktiftersebut hingga saatini
masuk dalam proses.

“Saatini,masih dalam proses tim
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Silakan tanya ke BPK langsung,"
ucapnya singkat.

Padang Ekspres juga menghu-
bungi Kasi Penerangan Hukum
(Penkum) Kejati Sumbar Yunelda,
yang bersangkutan tidak mengang-
kat teleponnnya. Demikian juga
dengan pesan singkat yang dikirim-
kan Padang Ekspres juga belum
respons hingga beritaini diturunkan.

Sebelumnya,Gubernur Sumbar
Barat Irwan Prayimo meminta ter-
duga -penyelewengan anggaran
pembebasan lahan di Dinas Pras-
jaltarkim (sekarang PU dan Penataan
Ruang) bisa mengembalikan uang
yang telah diambil keseluruhannya.

Hal itu disampaikan oleh Gu-
bernur kemarin (11/1) usai peng-
kuhan Sekda di Audjtorium Gu-
bernuran. Irwan memintaagar uang
dapat‘dikembalikan sebelum 25
januari mendatang, karena dari
hitungan sementara, uang negara
yang sudah dikembalikan baru ber-
kisar Rp500juta. ¢

“Pengembalian itumasih belum
signifikan, tetapi sudah ada proses.
Kita minta uang itu dapat dikem-
balikan seluruhnya, kalau bisa aset-
aset yang bersangkutan (JSN, red)



